KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-10/PJ/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-11/PJ/2019 TENTANG PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

Menimbang

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa dalam rangka  menyelaraskan  kebijakan
penyediaan layanan perpajakan dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait Kebijakan
Keuangan Negara untuk penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan Arahan Presiden terkait
Pemberdayaan UMKM, perlu memperluas cakupan
layanan yang dapat disediakan oleh Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan;

bahwa  berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-
4/MK.1/2020 tentang Imbauan Tindak Lanjut Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Lingkungan Kementerian Keuangan, diperlukan relaksasi
dalam pemenuhan tenggat waktu penyelesaian aplikasi
perpajakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang
memerlukan koordinasi dan pertemuan fisik dengan

pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas
perumusan dan standardisasi teknis di bidang teknologi
informasi dan komunikasi, termasuk pengelolaan Penyedia
Jasa Aplikasi Perpajakan berada pada Direktorat Teknologi

Informasi dan Komunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan;
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijaikan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268);

Surat Sekretariat Kabinet Nomor
B.55/Seskab/Ekon/2/2020 tanggal 10 Februari 2020 hal
Penyampaian Arahan Presiden Terkait Pemberdayaan
UMKM;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020
tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak
Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019;

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-4/MK.1/2020
tentang Imbauan Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan

Kementerian Keuangan;
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9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan

Status Wajib Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi
Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada

Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-11/PJ/2019 TENTANG PENYEDIA JASA
APLIKASI PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang
KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan di
bidang perpajakan.

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan adalah pihak yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
menyediakan jasa Aplikasi Perpajakan bagi Wajib
Pajak dan dapat menyediakan jasa Aplikasi Penunjang
bagi Wajib Pajak.

Aplikasi Perpajakan adalah aplikasi yang terhubung
secara langsung dengan sistem informasi Direktorat
Jenderal Pajak dan dapat digunakan Wajib Pajak
untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban

perpajakan.
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Aplikasi Penunjang adalah aplikasi yang tidak
terhubung secara langsung dengan sistem informasi
Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk
mendukung penggunaan Aplikasi Perpajakan.
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk
Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan adalah kegiatan
penyediaan saluran tertentu bagi orang pribadi yang
tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas yang akan
mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran Bukti
Pemotongan Elektronik adalah kegiatan penyediaan
perangkat Iunak yang dapat digunakan untuk
membuat Bukti Pemotongan Elektronik serta membuat
dan melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan dalam
bentuk dokumen elektronik.

Penyelenggaraaan e-Faktur Host-to-Host (H2H) adalah
kegiatan penyediaan aplikasi atau sistem elektronik
yang dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak
untuk membuat Faktur Pajak Elektronik serta
membuat dan melaporkan SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik.
Penyediaan Aplikasi Pembuatan Kode Billing adalah
kegiatan penyediaan aplikasi atau sistem elektronik
yang terhubung dengan Sistem Billing Direktorat
Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk
melakukan permintaan penerbitan Kode Billing atas
suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak.
Penyediaan Aplikasi SPT Dalam Bentuk Dokumen
Elektronik adalah kegiatan penyediaan aplikasi SPT
dalam bentuk dokumen elektronik.

Penyaluran SPT Dalam Bentuk Dokumen Elektronik
adalah kegiatan penyaluran SPT dalam bentuk
dokumen elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Validasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan validasi
data NPWP di sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Service Level Agreement (SLA) adalah pernyataan
kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang
mencantumkan layanan yang diberikan, pengukuran
kualitas layanan, serta pelaporan dan penanganan

kondisi pengecualian (exception handling).
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14. Petunjuk Pengembangan Aplikasi (Development Guide)
adalah dokumen yang menjelaskan dan
mendefinisikan keseluruhan proses dalam
pengembangan aplikasi perpajakan, serta merupakan
referensi teknis dalam mempersiapkan berbagai
perangkat yang dibutuhkan, baik perangkat keras,
perangkat lunak, dan jaringan untuk mendukung

implementasi aplikasi perpajakan.

Di antara Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) disisipkan 1
(satu) ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(1) Dalam rangka memberikan kemudahan pemenuhan
kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, Direktur
Jenderal Pajak dapat menunjuk Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan.

(2) Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyelenggarakan layanan penyediaan Aplikasi
Perpajakan yang terdiri atas:

a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan;

b. penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran
Bukti Pemotongan Elektronik;

c. penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H);
penyediaan aplikasi pembuatan Kode Billing;

e. penyediaan aplikasi SPT Dalam Bentuk Dokumen
Elektronik; dan

f. penyaluran SPT Dalam Bentuk Dokumen
Elektronik.

(2A) Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menyelenggarakan layanan penyediaan Aplikasi
Perpajakan yang terdiri atas:

a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak
Badan; '

b. penyediaan layanan Validasi Status Wajib Pajak;
dan

c. penyediaan layanan Aplikasi Perpajakan lainnya

sepanjang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal



(4)

(5)

6)

Pajak.
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menyelenggarakan layanan penyediaan Aplikasi
Penunjang.
Dalam rangka penunjukan Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah
kebutuhan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sumber daya
dan kondisi pasar.
Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan Penyedia
Jasa Aplikasi Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak
mengumumkan  kebutuhan  dimaksud melalui
pengumuman pembukaan seleksi Penyedia Jasa

Aplikasi Perpajakan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam hal hasil pengujian teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Peraturan Direktorat
Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dinyatakan Lulus,
pemohon ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan melalui
Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ huruf B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama 6 (enam) tahun sejak tanggal
Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dapat mengajukan
permohonan kembali paling lama 2 (dua) tahun
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berakhir.

Setiap Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan diberikan

nomor identitas yang berfungsi sebagai sarana
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administrasi.

4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal

sebagai berikut:

(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 11A

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan:

a. yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Direktorat Jenderal ini, atau

b. yang telah memenuhi ketentuan penyelenggaraan
layanan penyediaan aplikasi perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5)
Peraturan Direktur Jenderal ini

yang akan melakukan penambahan layanan

penyediaan  Aplikasi Perpajakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2A) Peraturan Direktur

Jenderal ini wajib mengajukan permohonan untuk

menambah layanan penyediaan Aplikasi Perpajakan

dengan menggunakan Surat Permohonan

Penambahan Layanan Penyediaan Aplikasi Perpajakan

dengan contoh sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I huruf X Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa

Aplikasi Perpajakan disertai dokumen kelengkapan

permohonan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I huruf Y Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa

Aplikasi Perpajakan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diajukan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

sepanjang;:

a. penyediaan layanan Aplikasi Perpajakan disetujui
oleh Direktur Jenderal Pajak, dan

b. terdapat kesiapan infrastruktur dan interkoneksi
dalam penyediaan layanan aplikasi perpajakan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diproses berdasarkan  ketentuan = sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, huruf b,

huruf ¢, dan huruf d Peraturan Direktur Jenderal ini.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disetujui, Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
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ditunjuk wuntuk menyediakan layanan Aplikasi

Perpajakan dengan:

a. menerbitkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
tentang Penunjukan Sebagai Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I huruf A yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini dalam hal atas
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan belum
diterbitkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
tentang Penunjukan Sebagai Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal ini,
atau

b. mencabut dan menerbitkan kembali Keputusan
Direktorat Jenderal Pajak tentang Penunjukan
Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Direktorat Jenderal ini dalam hal atas
Penyedia Jasa  Aplikasi Perpajakan telah
diterbitkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
tentang Penunjukan Sebagai Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal ini.

(5) Keputusan penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi

Perpajakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b tidak mengubah masa berlaku

keputusan penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi

Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal ini.

Di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat dan
ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat
(9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 18 diubah, sehingga
Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 18

(1) Pihak yang telah ditunjuk sebagai:

a. Penyedia Layanan SPT Elektronik berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
05/PJ/2015 tentang Penyedia Layanan Surat
Pemberitahuan Elektronik;

b. Penyedia Layanan Pembuatan Kode  Billing
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Secara
Elektronik; dan/atau

c. Penyelenggara e-Faktur Host-to-Host (H2H)
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk
Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-31/PJ/2017,

ditetapkan kembali sebagai Penyedia Jasa Aplikasi

Perpajakan dengan menggunakan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I huruf V Peraturan Direktur Jenderal

Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa

Aplikasi Perpajakan.

(2) Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pihak yang sedang dalam
proses permohonan untuk ditunjuk sebagai Penyedia
Layanan SPT Elektronik sesuai Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2015 tentang
Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik,
Penyedia Layanan Pembuatan Kode Billing sesuai
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
05/PJ/2017 tentang Pembayaran Secara Elektronik,
dan/atau Penyelenggara e-Faktur Host-to-Host (H2H)
sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan
Pelaporan  Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
31/PJ/2017:

a. dapat dilanjutkan proses permohonannya

sepanjang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan atau



-10-

pemohon telah melakukan investasi dalam

persiapan pembangunan sarana dan prasarana

berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal

Pajak, atau

b. dihentikan proses permohonannya dalam hal
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan pemohon
belum melakukan investasi dalam persiapan
pembangunan sarana dan prasarana berdasarkan
hasil penilaian Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Pemrosesan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan tahapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal
7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Direktorat
Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa  Aplikasi Perpajakan, dengan
pengecualian:

a. pada tahap penilaian perencanaan bisnis
(Business Plan), sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 Peraturan
Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019
tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan:

1. status kelulusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Direktorat
Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019
tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
ditentukan  berdasarkan hasil penilaian
perencanaan bisnis (Business Plan) masing-
masing Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
atau pemohon; dan

2. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan ditentukan
menjadi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak pemberitahuan hasil pengujian
kelengkapan dokumen permohonan;

b. pada tahap prakualifikasi teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ dan Pasal
7 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-
11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan:
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prakualifikasi teknis dilakukan dalam hal
diperlukan berdasarkan pertimbangan DJP;
dan

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan ditentukan
menjadi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
sejak tanggal penyampaian dokumen

konfigurasi jaringan dan infrastruktur;

c. pada tahap reviu Rencana Pengembangan Aplikasi

(Development Plan) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 Peraturan
Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019
tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan:

1.

2.

3.

4.

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan atau
pemohon harus menandatangani Surat
Pernyataan Kewajiban Menjaga Rahasia dalam
hal Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan atau
pemohon belum pernah menandatangani
Surat Pernyataan Kewajiban Menjaga Rahasia
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Direktur Jenderal ini;

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (5) Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan ditentukan
menjadi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak tanggal penyampaian Development Guide
dan dokumen terkait;

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (8) Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan ditentukan
menjadi paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak Rencana Pengembangan  Aplikasi
(Development Plan) diterima;

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (9) Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan ditentukan
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menjadi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal penyampaian hasil reviu Rencana
Pengembangan Aplikasi (Development Plan)
dari Direktorat Jenderal Pajak; dan

S. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (11) Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan ditentukan
menjadi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
Rencana Pengembangan Aplikasi (Development
Plan) yang telah diperbaiki diterima;

d. pada tahap pengujian teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal
9 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-
11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan:

1. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (4) Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan ditentukan
menjadi paling lama 4 (empat) bulan sejak
tanggal persetujuan Rencana Pengembangan
Aplikasi (Development Plan);

2. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (9) Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan ditentukan
menjadi paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak Surat Pemberitahuan Penyelesaian
Pengembangan /Perbaikan Aplikasi diterima;

3. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (11) Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan ditentukan
menjadi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
sejak pemberitahuan hasil pengujian teknis
dari Direktorat Jenderal Pajak;

4. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (14) Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan ditentukan
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menjadi paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak Surat Pemberitahuan Penyelesaian
Pengembangan /Perbaikan Aplikasi atas
aplikasi yang telah diperbaiki diterima; dan

5. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (15) Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan ditentukan
menjadi paling lama 3 (tiga) bulan sejak sejak
pemberitahuan hasil pengujian teknis dari
Direktorat Jenderal Pajak;

e. dalam hal permohonan disetujui, penunjukan
sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan
Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019
tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
dilakukan dengan menerbitkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan
Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I huruf W Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor
PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan.

(3A) Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah
diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
ayat (3) huruf e sebelum berlakunya Peraturan
Direktur Jenderal ini, ditetapkan kembali menjadi
Penyedia Jasa  Aplikasi Perpajakan  dengan
menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3B) Pihak yang sedang dalam proses permohonan untuk
ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
dan atas pihak tersebut belum pernah diterbitkan
keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan/atau ayat (3) huruf e, dapat dilanjutkan
proses permohonannya berdasarkan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b,
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huruf ¢, dan huruf d, dan dalam hal permohonan
disetujui, penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal ini dilakukan dengan
menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Penunjukan Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3A) dan ayat (3B) wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019
tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan
Peraturan Direktur Jenderal ini dalam jangka waktu
15 (lima belas) bulan sejak Peraturan Direktur
Jenderal ini berlaku.
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3A) dan ayat (3B) wajib
menyelenggarakan layanan penyediaan aplikasi
perpajakan berupa:
1. penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H);
2. penyediaan aplikasi pembuatan Kode Billing; dan
3. penyaluran SPT dalam bentuk dokumen
elektronik,
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak peraturan
Direktur Jenderal ini berlaku.
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3A) dan ayat (3B) wajib
menyelenggarakan layanan penyediaan  aplikasi
perpajakan berupa:
1. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan;
2. penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran
Bukti Pemotongan Elektronik; dan
3. penyediaan aplikasi SPT dalam bentuk dokumen
elektronik,
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.
Dalam hal terdapat kesiapan infrastruktur dan

interkoneksi dalam pemberian layanan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (6), maka Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3A) dan
ayat (3B) dapat mengajukan permohonan penambahan
layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Dalam hal Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3A) dan ayat (3B)
belum memenuhi ketentuan penyelenggaraan layanan
penyediaan aplikasi perpajakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan wajib mengajukan permohonan
untuk menambah layanan penyediaan aplikasi
perpajakan dengan menggunakan Surat Permohonan
Penambahan Layanan Penyediaan Aplikasi Perpajakan
dengan contoh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I huruf X Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan disertai dokumen kelengkapan
permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I huruf Y Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
diproses  berdasarkan  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, dan dalam hal permohonan disetujui,
penunjukan  sebagai Penyedia Jasa  Aplikasi
Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal ini dilakukan dengan
menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Penunjukan Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ huruf A yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Dalam hal Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11A ayat 4 huruf a, pada ayat (3A), ayat (3B},
dan/atau ayat (9) tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5),
dan/atau ayat ), keputusan penunjukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat 4 huruf

a, pada
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ayat (3A), ayat (3B), dan/atau ayat (9) dicabut dengan
menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Pencabutan Penunjukan Sebagai Penyedia
Jasa Aplikasi Perpajakan dengan format sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I huruf Z Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019
tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11A ayat 4 huruf a, pada
ayat (3A), ayat (3B), dan/atau ayat (9) berlaku sampai
dengan 15 (lima belas) bulan sejak Peraturan Direktur
Jenderal ini berlaku dan setelah berakhirnya jangka
waktu tersebut, atas Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penunjukan Sebagai Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

|}
Vo

S~

ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002



LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-10/PJ/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PER-
11/PJ/2019 TENTANG PENYEDIA JASA APLIKASI
PERPAJAKAN

A. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENUNJUKAN PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP- ........ M /PJ/........ @
TENTANG
PENUNJUKAN .......coeeen. (4 SEBAGAI PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang . a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan
teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada
wajib pajak, perlu memperluas penyediaan layanan
perpajakan kepada wajib pajak;

b. bahwa berdasarkan Surat .................. () nomor ............ @
tanggal ............. Blhal ..o, ©);

C. bahwa .. @  dinyatakan
lulus:

1. pengujian kelengkapan dokumen,

2. penilaian Business Plan,

3. prakualifikasi teknis,

4. reviu Rencana Pengembangan Aplikasi (Development
Plan), dan

5. pengujian teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Pajak tentang Penunjukan .............. @ sebagai
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan
atau Penggantian Faktur Pajak;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014
tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

2.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014
tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017
tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak
Penghasilan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017
tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan
dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2020.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENUNJUKAN .....ccocvvivinininnnns 3 SEBAGAI PENYEDIA JASA
APLIKASI PERPAJAKAN.

Menunjuk Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan di bawah ini:

Nama Badan Hukum e errereeer et 3
NPWP e, (7
Alamat L eeeteeeeeierereeenerrraeneaea, @)

Sebagai Penyedia Jasa  Aplikasi Perpajakan  yang
menyelenggarakan layanan .........cccoeeveviiiiiiininnn, o),

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditujuk oleh
Direktur Jenderal Pajak memiliki kewajiban:

a. menjamin kerahasiaan data pengguna layanan sesuai
peraturan perundang-undangan;

b. memenuhi ketentuan kualitas layanan sesuai dengan
Standar Kualitas Layanan;

c. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menerapkan prinsip manajemen risiko;

e. memberitahukan:

1. kerja sama dan/atau pengakhiran kerja sama dengan
pihak lain; dan/atau

2. penambahan dan/atau penghentian layanan
penyediaan aplikasi penunjang; dan/atau

3. perubahan susunan kepemilikan dan/atau susunan
pengurus kepada Direktur Jenderal Pajak c.q.
Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;

f. dalam hal Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan melakukan
kerja sama dengan pihak lain, Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan memiliki kewajiban untuk:

1. memastikan keamanan dan kelancaran pemberian
layanan perpajakan, termasuk dalam hal dilakukan
melalui kerja sama dengan pihak lain;

2. melakukan pengawasan secara berkala atas kinerja
pihak lain yang bekerja sama dengan Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan tersebut; dan

3. bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang
timbul atas penyediaan layanan yang diselenggarakan
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oleh pihak lain yang berkerja sama dengan Penyedia
Jasa Aplikasi Perpajakan tersebut;

g. membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan
kepatuhan perpajakan secara sukarela, antara lain dalam
bentuk kegiatan sosialisasi, kampanye kebijakan
perpajakan, penyediaan layanan pro bono;

h. membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari segala
tuntutan yang berkaitan dengan penyediaan layanan
sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan, termasuk
penyalahgunaan autentikasi identitas digital, seperti
Electronic Filing Identification Number (EFIN), identitas
pengguna (username), kata sandi (password), Personal
Identification Number (PIN), tanda tangan elektronik,
sertifikat elektronik, token, passphrase, dan autentikasi
identitas digital lainnya yang dapat mengakibatkan
kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun
tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan,
kegunaan data, atau kerugian-kerugian non-material
lainnya.

i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan
layanan.

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak dilarang untuk melakukan kegiatan
yang dapat merugikan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau
Wajib Pajak dalam kegiatan penyediaan layanan perpajakan.

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak memiliki hak untuk:

a. dipublikasikan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
antara lain melalui website Direktorat Jenderal Pajak; dan

b. mendapatkan informasi penerbitan regulasi baru di
bidang perpajakan;

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pengawasan
atas pemenuhan persyaratan, pemenuhan kewajiban, dan
pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Apabila .............. 3 bermaksud menghentikan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, .............. 3
wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur
Jenderal Pajak paling lama 2 (dua) bulan sebelum tanggal
penghentian kegiatan.

Direktur Jenderal berhak mencabut penunjukan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA apabila ................ ®)
a. Dberdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KELIMA, ................ 3 dikenai sanksi berupa

pencabutan penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan; atau

b. bermaksud menghentikan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEENAM.
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Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan sampai dengan 15 (lima belas) bulan sejak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2020
tentang Perubahan atas PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia
Jasa Aplikasi Perpajakan berlaku.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

2. Direktur Peraturan Perpajakan I;

3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;

4. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .......c....coeeeenne (10)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
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PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PENYEDIA JASA APLIKASI
PERPAJAKAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan hal surat permohonan.

Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan.

Nomor (8) : Diisi dengan alamat Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
Nomor (9) : Diisi dengan layanan yang diselenggarakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan.

Nomor (10) : Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak.
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B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENUNJUKAN PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

PENUNJUKAN

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ........ @ JPJ/....... @

TENTANG

............ (3 SEBAGAI PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas PER-
11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Pajak tentang
Penunjukan .............. 3 sebagai Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4999);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan
atau Penggantian Faktur Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014
tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014
tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017
tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak
Penghasilan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017
tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan
dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2020
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENUNJUKAN ......ccccoveniennnnnne. 3 SEBAGAI PENYEDIA JASA
APLIKASI PERPAJAKAN.

Menunjuk Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan di bawah ini:

Nama Badan Hukum  rveeressecacnnnenofenndEhneee e &)
NPWP D eemeerersfecencevcfioncnnrtennnsons 4
Alamat et rererereer e, (5)

Sebagai  Penyedia Jasa  Aplikasi Perpajakan  yang
menyelenggarakan layanan:

1. e, ©)
2 s 6
3. dst.

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditujuk oleh
Direktur Jenderal Pajak memiliki kewajiban:

a. menjamin kerahasiaan data pengguna layanan sesuai
peraturan perundang-undangan;

b. memenuhi ketentuan kualitas layanan sesuai dengan
Standar Kualitas Layanan;

c. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menerapkan prinsip manajemen risiko;

e. memberitahukan:

1. kerja sama dan/atau pengakhiran kerja sama dengan
pihak lain;

2. penambahan dan/atau penghentian layanan
penyediaan aplikasi penunjang; dan/atau

3. perubahan susunan kepemilikan dan/atau susunan
pengurus kepada Direktur Jenderal Pajak c.q.
Direktur Teknologi Informasi Perpajakan,

f. dalam hal Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan melakukan
kerja sama dengan pihak lain, Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan memiliki kewajiban untuk:

1. memastikan keamanan dan kelancaran pemberian
layanan perpajakan, termasuk dalam hal dilakukan
melalui kerja sama dengan pihak lain;

2. melakukan pengawasan secara berkala atas kinerja
pihak lain yang bekerja sama dengan Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan tersebut; dan

3. bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang
timbul atas penyediaan layanan yang diselenggarakan
oleh pihak lain yang berkerja sama dengan Penyedia
Jasa Aplikasi Perpajakan tersebut;

g. membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan
kepatuhan perpajakan secara sukarela, antara lain dalam
bentuk kegiatan sosialisasi, kampanye kebijakan
perpajakan, penyediaan layanan pro bono;

h. membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari segala
tuntutan yang berkaitan dengan penyediaan layanan
sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan, termasuk
penyalahgunaan autentikasi identitas digital, seperti
Electronic Filing Identification Number (EFIN), identitas
pengguna (username), kata sandi (password), Personal
Identification Number (PIN), tanda tangan -elektronik,
sertifikat elektronik, token, passphrase, dan autentikasi
identitas digital lainnya yang dapat mengakibatkan
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kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun
tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan,
kegunaan data, atau kerugian-kerugian non-material
lainnya.

i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan
layanan.

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak dilarang untuk melakukan kegiatan
yang dapat merugikan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau
Wajib Pajak dalam kegiatan penyediaan layanan perpajakan.

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak memiliki hak untuk:
a. dipublikasikan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
antara lain melalui website Direktorat Jenderal Pajak; dan
b. mendapatkan informasi penerbitan regulasi baru di
bidang perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pengawasan
atas pemenuhan persyaratan dan pemenuhan kewajiban dan
larangan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Apabila .............. 3 bermaksud menghentikan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, .............. @)
wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur
Jenderal Pajak paling lama 2 (dua) bulan sebelum tanggal
penghentian kegiatan.

Direktur Jenderal berhak mencabut penunjukan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA apabila ................ ©);
a. berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KELIMA, ................ @ dikenai sanksi berupa

pencabutan penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan; atau

b. bermaksud menghentikan  kegiatan  sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEENAM.

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor .............. )
tanggal ............ 8 tentang Penunjukan ............ ) Sebagai
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan,

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor .............. g
tanggal ............. @8 tentang Penunjukan ............ @)
Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan,

3. dst.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku ........... @),
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Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

2. Direktur Peraturan Perpajakan I;

3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;

4. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...........cccceeeil (0)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
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PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENUNJUKAN SEBAGAI PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)

: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
: Diisi dengan tahun Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
: Diisi dengan nama Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Penyedia Jasa

Aplikasi Perpajakan.

: Diisi dengan alamat Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

: Diisi dengan layanan yang diselenggarakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi

Perpajakan.

: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang Penunjukan

Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah terbit sesuai
Lampiran I huruf V dan/atau Lampiran I huruf W Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan.

: Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal tentang Penunjukan

Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah terbit sesuai
Lampiran I huruf V dan/atau Lampiran I huruf W Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan.

: Diisi sesuai dengan ketentuan dalam:

a. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal ini, atau
b. Pasal 11A ayat (4) huruf b Peraturan Direktur Jenderal ini, atau

c. Pasal 18 ayat (3A) Peraturan Direktur Jenderal ini.

: Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
: Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

<
P~

T _—

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002



